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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 
TENTANG 

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN 
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

I. UMUM 

Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Pemerintah untuk 
memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan 
perlindungan bagi Peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. 

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai landasan 
hukum yang memadai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam 
memperoleh hak perlindungannya dan manfaat yang akan diperoleh 
dari JKK dan JKM. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga menjadi 
dasar pemberian manfaat bagi pejabat negara sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak 
Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. 

Pengaturan JKK dan JKM ini juga dimaksudkan untuk 
memberikan dasar hukum dalam besaran pembayaran Iuran dan 
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manfaat yang akan diperoleh, serta pihak yang berhak menerima 
jaminan tersebut yang belum diatur secara terperinci dalam peraturan 
perundang-undangan sebelumnya.  

Selain itu, penetapan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai 
Negeri (Persero) atau PT TASPEN (PERSERO) sebagai Pengelola Program 
dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar JKK dan JKM 
dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien serta 
memberikan manfaat yang lebih memadai bagi Peserta, dengan tetap 
memperhatikan pengelolaan dana yang optimal dan 
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, 
keamanan dana, dan hasil yang memadai bagi kepentingan 
peningkatan manfaat Peserta itu sendiri. 

II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal 1  

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 
ayat (1)  

 Pemberi Kerja, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah 
daerah, memberikan perlindungan kepada Peserta 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

ayat (2)  

 Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas.  

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas.  
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Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 

ayat (1) 
Cukup jelas. 

ayat (2) 
Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup jelas. 
ayat (4) 

Yang dimaksud “dokter” adalah dokter Pemerintah atau 
dokter swasta, dalam hal pada daerah tersebut tidak ada 
dokter Pemerintah. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Ayat (1) 

Huruf a 
Meninggal dunia dalam menjalankan tugas 
kewajibannya termasuk juga meninggal dunia yang 
langsung diakibatkan oleh luka atau cacat mental 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


No.5740 4

atau cacat fisik yang didapat dalam menjalankan 
tugas kewajibannya. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas.  

Pasal 26 
Cukup jelas.  

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Cukup jelas 
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Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 
Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain  
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang keuangan, kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, 
dan Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 

Kebijakan khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi 
perekonomian dan kemampuan keuangan negara. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 
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Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Cukup jelas. 
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